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Dokumen ini adalah milik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun 

tanpa seijin DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha sebagai pedoman pengembangan iklim investasi.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mengatur tentang perencanaan terkait potensi unggulan Penanaman Modal pada Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. DASAR HUKUM
3.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
3.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik.
3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 Tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal.
3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. DEFINISI
-
5. KETERKAITAN
-
6. PERINGATAN

6.1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktivitas yang telah ditetapkan.
6.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana.
6.3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pada kelancaran proses selanjutnya.

7. KUALIFIKASI PELAKSANA

7.1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal dan perijinan, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya

7.2. Mampu mengoperasikan komputer
8. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

8.1. Ruang Kerja
8.2. Meja


8.3. Kursi

8.4. Komputer
8.5. Printer
8.6. ATK
9. URAIAN PROSEDUR

9.1. Usulan kegiatan Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi bisa berasal dari perintah Kepala Dinas atau dari inisiatif Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi PM.
9.2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi PM menyusun rencana kegiatan Kajian Perencanaan Penanaman Modal (RKA, KAK, RAB, Jadwal).
9.3. Pelaksanaan kegiatan Kajian Perencanaan Penanaman Modal terdiri dari : 

a. Penawaran kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya.
b. MOU dengan instansi pemerintah lainnya.
c. Kontrak Swakelola.
d. Proses pengumpulan data, draf kajian sampai dengan draf final kajian oleh instansi pemerintah lainnya.
e. Penerimaan hasil kajian berupa laporan akhir.
9.4. Hasil Kajian dijadikan dasar untuk melakukan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal oleh Kepala Bidang.
10. PENCATATAN DAN PENDATAAN
10.1. Usulan kegiatan Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi
10.2. Hasil Kajian Perencanaan Penanaman Modal
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